
 

 
  

 
 
 

 
 

 

 BUPATI PULANG PISAU  

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 
 

PERATURAN BUPATI PULANG PISAU 
 NOMOR   22  TAHUN 2025 

 
TENTANG 

 

 PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI PULANG PISAU, 

 

 

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2025;  

Mengingat 

 

 

: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851); sebagaimana telah  diubah  dengan  

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 

Komisi Pemberantasan Tindak  Pidana Korupsi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4250);  

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten 

Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten 
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Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten 

Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan 

Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan 

Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 

tentang Komosi Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  

Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6409); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 

tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6736); 

5. Undang – Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 

tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 



- 3 - 

 

 
 

Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6736); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421);  

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856);      

8. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6801);   

9. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);  
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10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856), sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 66 

Tahun 2024 tentang Perubahan ketiga Atas 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang 

Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2024 Nomor 252, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 7003);   

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 

tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah       

dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4028); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Atas  Peraturan Pemerintah Nomor 23 

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);  

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan  Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor  5 Tahun 2009 

tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan 

Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik  Indonesia  Nomor  

6177); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 

(Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017    

tentang Pembinaan  dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah   

(Lembaran    Negara  Republik; 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administratif  Pimpinan 

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
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Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 

Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,  

Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia  

Nomor  6847); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6178); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 

tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang 

Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat 

(Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2018  

Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6224); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran         

Negara    Republik  Indonesia Tahun 2019 Nomor 

42,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 

tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 

tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6883);  

24. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang 

Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran 

Negara   Republik   Indonesia Tahun  2024 Nomor 2  
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6909); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 

2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 

2018 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

157); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 

2017 tentang Pengelompokan Kemampuan 

Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan 

Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

1067);  

28. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  86 

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

1312); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 

2018 tentang Tata Cara Penghitungan, 
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Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, 

Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban 

Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri  Dalam  Negeri Nomor 78 Tahun 

2020 tentang Perubahan Atas Peraturan  Menteri  

Dalam  Negeri  Nomor  36 Tahun  2018  tentang  

Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan 

Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan 

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan 

Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777); 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 

2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan 

Gubernur, Bupati Dan Wali Kota Yang Bersumber 

Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja             

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 902), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41        

Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019   

tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, 

Bupati, Dan Wali Kota Yang Bersumber                

Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 616);  

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 

2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan 

Daerah (Berita Negara Repubiik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 1114);  

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 

2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 
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Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);  

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 

2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi 

Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan 

Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 581), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri  Dalam  Negeri Nomor 26 

Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan  

Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  39 Tahun  2020  

tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi 

Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan 

Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan  

Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 910); 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 

2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan 

Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan 

Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala 

Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 

Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan 

Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

431); 

36. Peraturan   Menteri   Dalam Negeri Nomor 15 

Tahun 2024  tentang  Pedoman  Penyusunan  

Anggaran Pendapatan dan  Belanja   Daerah Tahun  
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Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2024 Nomor 648);   

37. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Pulang Pisau Nomor 5 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang  

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Pulang Pisau Tahun  2023 Nomor 05); 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau     

Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan 

Keuangan  Daerah  (Lembaran Daerah Kabupaten 

Pulang Pisau   Tahun 2023 Nomor 08, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau     

Nomor 008); 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 

Tahun 2023 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau 

Tahun 2023 Nomor 04, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 004); 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 3 

Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pulang Pisau 

Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten         

Pulang Pisau Tahun 2024 Nomor 03, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau       

Tahun 2024 Nomor 003); 

41. Peraturan  Daerah Kabupaten  Pulang Pisau     

Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau 

Tahun 2025 Nomor  06); 

 



- 11 - 

 

 
 

42. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 2 Tahun 

2023 tentang Rencana Pemerintah Daerah 

Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024 – 2026 (Berita 

Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 

Nomor 02). 

 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan  

 

: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2025. 
{{ 

Pasal 1 
 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :  

 

1. Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau; 

2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan 

oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

menurut asas ekonomi dan tugas perbantuan dengan prinsip 

otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  

3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau; 

4. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau; 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD  

adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 

7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai 

penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran 

berkenaan; 

8. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh 

Daerah dari sumber-surnber dalam wilayahnya sendiri yang 

dipungut berdasarkan Peraturan Daerah; 

9. Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas    

pelaporan lain; 
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10. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang 

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 

dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat; 

11. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah 

pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin 

tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah 

Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan; 

12. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah Pendapatan Asli 

Daerah di luar Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan hasil pengelolaan 

kekayaan Daerah yang dipisahkan; 

13. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang 

diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode  

tahun  anggaran berkenaan; 

14. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk Kegiatan 

sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi  manfaat jangka 

pendek; 

15. Belanja Modal adalah  pengeluaran  anggaran untuk perolehan aset 

tetap dan aset lainnya yang memberi  manfaat lebih dari 1  (satu)  

periode akuntansi; 

16. Belanja  Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas Beban 

APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang 

tidak dapat diprediksi sebelumnya; 

17. Belanja Transfer adalah pengeluaran  uang  dari Pemerintah Daerah   

kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah 

Daerah kepada Pemerintah Desa; 

18. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali  

dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun      

anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya; 

19. Sisa Lebih Perhitungan  Anggaran yang  selanjutnya  disebut  SiLPA 

adalah selisih lebih realisasi penerimaan clan pengeluaran anggaran 

selama  1   (satu) periode anggaran. 
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Pasal 2 

 

APBD tahun anggaran 2025 semula sebesar Rp. 1.270.643.597.000,00 

berkurang      sebesar    Rp. -101.446.761.002,11,      sehingga            menjadi   

Rp. 1.169.196.835.997,89 , dengan rincian sebagai berikut: 
 

 

1. Pendapatan Daerah 

 a. Semula Rp.  1.215.421.735.000,00    

 b. Bertambah/(berkurang) Rp.     -62.837.578.213,11 

 Jumlah Pendapatan Daerah setelah 

perubahan 

  

Rp.        1.152.584.156.786,89 

2. Belanja Daerah 

 a. Semula Rp.  1.270.643.597.000,00 

 b. Bertambah/(berkurang) Rp.    -101.446.761.002,11 

 Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan        Rp. 1.169.196.835.997,89 

3. Pembiayaan Daerah 

 a. Penerimaan Pembiayaan 

  1) Semula  Rp.       57.221.862.000,00 

  2) Bertambah/(berkurang)  Rp.      -39.609.182.789,00 

 
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah 

perubahan 
Rp.         17.612.679.211,00 

 b. Pengeluaran Pembiayaan 

  1) Semula  Rp.        2.000.000.000,00 

  2) Bertambah/(berkurang)  Rp.      - 1.000.000.000,00                   

 
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah 

perubahan   

  

Rp.            1.000.000.000,00 

 
Jumlah Pembiayaan Netto setelah 

perubahan 

  

Rp.          16.612.679.211,00 

 Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah 

perubahan  

 

Rp.                               0,00 

                                             
Pasal 3 

 

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini terdiri dari: 

 

1. Lampiran I      Ringkasan penjabaran perubahan APBD yang 

diklasifikasi menurut akun, kelompok, jenis, objek 

pendapatan belanja, dan Pembiayaan; 



- 14 - 

 

 
 

2. Lampiran II      Penjabaran perubahan APBD menurut urusan 

Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub 

kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek 

pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 

 

3. Lampiran III      Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran 

hibah; 

 

4. Lampiran IV      Daftar  nama   penerima,  alamat  penerima,  dan  

besaran bantuan sosial; 

 

5. Lampiran V      Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran 

bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus; 

 

6. Lampiran VI      Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran 

belanja bagi Hasil; 

 

7. Lampiran VII      Rincian dana otonomo khusus menurut urusan 

Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, 

sub kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, dan rincian 

objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;   

 

8. Lampiran VIII      Rincian DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan 

pertambangan gas alam/ tambahan dbh minyak dan gas 

bumi*) menurut urusan Pemerintahan Daerah, 

organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, 

kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, 

belanja dan pembiayaan; 

 

9. Lampiran IX      Rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan 

Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, 

sub kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, dan rincian 

objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; 

10. Lampiran X      Sinkronisasi Kebijakan pemerintah provinsi/ kabupaten 

/kota pada daerah perbatasan dalam rancangan Perda 

tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada 

tentang penjabaran perubahan APBD dengan program 

prioritas perbatasan Negara. 
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Pasal 4 

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam 

peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan 

anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan. 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar  setiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan  pengundangan 

Peraturan  Bupati  ini  dengan  penempatannya  dalam  Berita  Daerah 

Kabupaten Pulang Pisau. 

 
 

 
 
 

  Ditetapkan di Pulang Pisau 
pada tanggal, 28 Agustus 2025  
 

 BUPATI PULANG PISAU, 
 

ttd 
 

            AHMAD RIFA’I 
 
 

 

Diundangkan di Pulang Pisau 
pada tanggal, 28 Agustus 2025 

 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN PULANG PISAU, 

 

ttd 

 
        TONY HARISINTA 

 
 

 

  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN  2025 NOMOR 022 


